BUPATI KENDAL

PROVTNSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/-335 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka penyclesaian tuntutan kerugian

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal pada
Tahun Anggaran 2021, maka berdasarkan kctentuan
Pasal 4 ayalt (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah di Kabupaten Kendal,
perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah scbagaimana tclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I Batang dcngan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daecrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) schagaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasjonal dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) dan/atau dalam rangka mecnghadapi Ancaman yang
membahavakan Perckonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Kcuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Dacrah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pcjabat Lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196);

.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
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Pagawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kecuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12.Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 161);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.l) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kecuangan Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);

15.Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E
No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 157);

16.Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 200);

17.Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belianja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor 14);

18.Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 47);

19.Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kecenam Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyeclesaian Kerugian Daerah Pemerintah

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengun susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penyelesaian Kerugian Dacrah Pemerintah Kabupaten

Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum

KESATU mempunyai tugas dan weweang sebagai berikut :

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinva Kerugian
Daerah;

c. menghitung jumlah Kerugian Dacrah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan
sebagail jaminan penyelesaian Kerugian Dacrah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat  yang
membentuk.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnva, Tim

Penyelesaian Kerugian Daecrah Pemerintah Kabupaten Kendal

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum

KESATU bertanggung jawab kcpada Bupati Kendal selaku

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dﬂétap"ﬁaﬂ di Kendal
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SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;

2. Kepala Bakeuda Kab. Kendal;
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;

4. Arsip




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :900/ 334 /202
TANGGAL : 1% Oktoper o3l

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021
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JABATAN DALAM DINAS

1. | Inspektur Kabupaten Kendal Kctua

2. | Kepala Bidang Wakil Ketua i
Perbendaharaan pada Badan .
Keuangan Daerah Kabupaten
Kendal
3. | Kepala Bagian Hukum ‘ Anggota .
Seckretariat Daerah Kabupaten i
Kendal — e
4. | Kepala Bidang Pengelolaan Anggota
Aset Dacrah pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
o ﬁKendal AR e et T s SR e B e P OO
S. | Kepala Bidang Pembinaan, Anggota
Kesejahtcraan, dan Data
Pegawai pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan .
Pelatihan Kabupaten Kendal | S N
6. | Kepala Subbidang Akuntansi Anggota ! |
pada Badan Keuangan Daerah |
Kabupaten Kendal
7. | Auditor pada Inspektorat
Kabupaten Kendal

Anggota | Ely Nur Fitria, S.F,
| Auditor pada Inspektorat | Anggota | Istri Kusrini, S.T.
Kabupatcn Kendal




